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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan
tentang bagaimana latar belakang kebijakan camat Wonosalam dalam
mengurangi perkawinan dini di Kecamaan Wonosalam Kaupaten Jombang Jawa
Timur dan bagaimana analisis yuridis terhadap latar belakang kebijakan camat
Wonosalam dalam mengurangi perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Jombang

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan
wawancara, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola
pikir dedukif, yaitu menerapkan hal-hal yang bersifat umum kemudian
dihubungkan ke hal-hal yang bersifat khusus, yang dalam hal ini bermaksud
untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran yang umum tentang perkawinan setelah
itu dihubungkan dengan pemikiran yang khusus mengenai perkawinan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam mengurangi
sekaligus menangani permasalahan perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Jombang, camat Wonosalam membuat kebijakan bagi pelaku yang
hendak melakukan perkawinan dini, mereka harus menyediakan sekaligus
menanam 5 bibit tanaman durian di lahan pihak wanita, dengan harapan selama 5
tahun tanaman durian itu dapat membantu perekonomian keluarga tersebut serta
untuk mencapai salah satu tujuan dari perkawinan yakni menciptakan keluarga
bahagia dan kekal. Kedua, menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam
bahwa batasan usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun,
artinya latar belakang kebijakan Camat Wonosalam ini sesuai dengan ketentuan
undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Selain itu kebijakan
Camat Wonosalam tersebut juga sesuai dengan tujuan perkawinan menurut
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak pemerintah Kecamatan
Wonosalam agar lebih diperhatikan dan dijalankan kebijakan tersebut agar dapat
menangani permasalahan perkawinan dini yang semakin hari semakin banyak
kita jumpai dan kita rasakan dampaknya.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sebagai tanda bahwa Allah mempunyai rahmad kepada seluruh mahluk-
Nya, Allah menciptakan semua makhluk-Nya laki-laki dan perempuan, Allah
juga mempunyai rahmat yang banyak. Salah satunya ialah menciptakan
makhluknya laki-laki dan perempuan supaya saling mengenal satu sama lain dan

menjalin komunikasi.' Sebagaimana dalam Alquran surah a/-Rum ayat 21 :

\
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan
di antaramu rasa kasih dan sayang. Sunguh, pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir”.?

Jadi secara tidak langsung, Allah telah menunjukkan rasa kasih sayangnya
kepada manusia dengan memberikan fasilitas bagi seseorang (laki-laki) yang
mampu untuk kawin dengan pasangan yang berlawanan jenis (perempuan).
Sebaliknya, Allah juga telah menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan

memberikan fasilitas kepada seorang perempuan untuk melakukan perkawinan

dengan seorang laki-laki apabila sudah waktunya, dan siap untuk menjalankan

' Muhammad Ali al-Sabuniy, Rawa’iul Bayan fi Tafsiri al-Qur’an, Vol.2 (Jakarta: Dar al-Kutub
al-Islamiyah, 2001), 143.
% Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahnya ..., 572



kewajiban-kewajiban yang datang setelah perkawinan serta tidak ada halangan
lain untuk melakukan perkawinan.

Islam melarang hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang
belum kawin. Selain itu, Islam sebenarnya telah memberikan cara yang
diperbolehkan dalam menjalin hubungan intim. Oleh karena itu, Islam sangat
peduli terhadap hal tersebut, dan guna menciptakan proses regenerasi tersebut,
Islam mengenal perkawinan. i

Perkawinan merupakan perintah Allah yang umum dan berlaku pada
semua manusia, yang bertujuan untuk menjadikan keluarga bahagia. Ia adalah
suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk
berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan merupakan cikal bakal
terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan
tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.*

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau
Mithsagan Ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang bahagia.”

Zaman modern serta globalisasi ini mengantarkan manusia pada era baru.
Sehingga godaan demi godaan yang datang sebagai ujian dan kadang menjadi

malapetaka bagi pelaku perkawinan. Sehingga tujuan perkawinan dalam Islam

3 Slamet Abidin, Aminuddin, Figih Munakahat, Vol. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

* Hilman Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1990), 170.

* Alimuddin, Penyeleseian Kasus KDRT di Pengadilan Agama (Bandung: CV Mandar Maju,
2014), 5.



saat sekarang adalah sebagai upaya preventif agar terpelihara dari perbuatan
melanggar hukum.®

Perkawinan adalah lembaga formal yang melegitimasi laki-laki dan
perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga.” Menurut KHI dan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu
dianggap sah kalau tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil
masing masing domisili keduanya.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1
adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.® Selain itu untuk mewujudkan keluarga
yang bahagia maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan
batas usia perkawinan bagi laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan berusia 16
tahun.” Ketentuan ini kemudian di perbarui pada Rancangan Undang-Undang
Perdata tentang usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dang 19 tahun bagi
perempuan.

Tentunya dalam menentukan pada usia berapa seorang laki-laki dan
perempuan dianjurkan untuk menikah haruslah ada kebijakan kebijakan dari yang
berwewenang untuk menentukan aturan aturan tersebut demi terselenggaranya
kesejahteraan bagi masyarakat sekitar umumnya dan calon yang hendak akan

menikah khususnya.

% Nurhadi Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di
Tinjau Dari Maqashid Syariah,” UIR Law Review, no. 2 (2018): 415.
7 1.
Ibid.
¥ Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
? Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974



Masa depan suatu bangsa terletak di tangan remaja. Saat ini problematika
yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina
rumah tangga dengan melakukan perkawinan dini. Banyak penyebab yang
melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya adalah karena pergaulan bebas
sehingga hamil duluan, selain itu bisa juga karena faktor ekonomi yang
menyebabkan perkawinan dini.

Perkawinan dini memiliki memiliki beberapa dampak yang tidak bagus
bagi anak. Kawin di bawah umur mudah dihinggapi bahaya seperti anaknya
gugur, lemah atau meninggal dan tak jarang pula ibu muda itu menjadi korban.
Gadis yang masih muda penuh dengan cita cita belum waktunya dibebani
kewajiban kewajiban berat, dilepas dari asuhan orang tua, diserahi mengurus
rumah tangga, selain itu dengan segala anggota tubuh yang masih muda, dengan
alat kandungan yang belum cukup matang, ia harus memelihara manusia baru
dalam badannya.'®

Karena saking bahayanya perkawinan dini, banyak pihak pihak terutama
pemerintah mengurangi perkawinan dini. Baru baru ini di Jawa Timur terdapat
sebuah kebijakan dari pejabat setempat yang berusaha untuk mengurangi
fenomena perkawinan dini yang semakin hari semakin banyak pelakunya. Hal
demikian tentunya tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah setempat, karena
sejahtera dan tidaknya masyarakat sekitar tersebut pemerintah setempat juga

memegang peran dalam pelaksanaannya.

' Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan
Anak Dalam Keluarga,” A/-I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 1 (February 1, 2018): 42.



Perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam terjadi di beberapa desa di
Kecamatan Wonosalam, Agus Sugiantoro dengan Regita warga Desa
Carangwulung, Ismanto dengan Nurina Dian warga Desa Sambirejo, dan Rio
Angga Prasetya dengan Intan Nugraheni Warga Sambirejo. Usia ketiganya belum
memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku atau dianggap masih terlalu dini.

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan
perempuan yang usianya masih dibawah ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.

Yang menjadi pembahasan dan menjadi permasalahan ialah bukan hanya
pada masalah perkawinan dininya saja melainkan latar belakang kebijakan yang
digunakan pejabat setempat dalam rangka mengurangi perkawinan dini tersebut.
Artinya yang menjadi ketertarikan penulis kali ini adalah sebuah latar belakang
kebijakan seorang camat yang berusaha mengurangi praktek perkawinan dini
dengan memberikan sanksi pada pelakunya dengan harus memberikan bibit
durian dengan kualitas terbaik.

Dari masalah tersebut, penulis mengkaji kebijakan Camat Wonosalam
dalam rangka mengurangi jumlah perninikahan dini dengan pendekatan Yuridis
dengan Judul Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Camat Wonosalam
Kabupaten Jombang Jawa Timur dalam Mengurangi Perkawinan Dini di

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.



B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, identifikasi yang
dapat diambil dalam penelitian ini adalah:
1. Pertimbangan camat Wonosalam dalam usaha mengurangi perkawinan dini
di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.
2. Analisis Yuridis terhadap kebijakan camat Wonosalam dalam usaha
mengurangi perkawinan dini.
C. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan
dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini sangat berguna
untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang
lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan
diteliti cukup luas, oleh karena itu penulis memberi batasan sebagai berikut:
1. Latar belakang Camat Wonosalam membuat kebijakan dalam mengurangi
perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.
2. Analisis yuridis terhadap kebijakan Camat Wonosalam dalm mengurangi
perkawinan usia dini di Kecamatan Wonosalam.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya
dengan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan

diangkat dalam penelitian ini, yaitu:



1. Bagaimana latar belakang kebijakan Camat Wonosalam Kabupaten Jombang
dalam upaya mengurangi perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Jombang?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap latar belakang kebijakan Camat
Wonosalam Kabupaten Jombang dalam upaya mengurangi perkawinan dini
di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang?

E. Kajian Pustaka

Pembahasan perkawinan dini telah banyak diteliti oleh para peneliti
terdahulu, atupun itu berupa penelitian yang bersifat langsung maupun jurnal
ataupun opini. Agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original,
bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi penulis
untuk memaparkan beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya yang
memeliki keterkaitan dengan penelitian yang akan di bahas oleh penulis yang
berjudul : Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Camat Wonosalam Kabupaten

Jombang Jawa Timur dalam Mengurangii Perkawinan Dini di Kecamatan

Wonosalam Kabupaten Jombang. Penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya

adalah :

1. Skripsi Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Beberapa Pandangan Tokoh

Nahdatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil
Pra Nikah oleh Ahmad Hamim Tohari. Skripsi ini hasil penelitian

berdasarkan beberapa pndangan pendapat para tokoh Nahdatul Ulama di



kabupaten Sidoarjo terhadap pernikahan dini akibat hamil sebelum menikah,
dengan dianalisis menggunakan teori Mas/ahah Mursalah.”’

2. Skripsi Study Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah
Mulia Tentang Pernikahan Dini oleh Syamsul Arifin . Skripsi ini hasil
penelitian dengan membandingkan pemikiran Husein Muhammad dengan Siti
Musdah, dan hasil penelitian tersebut adalah antara pemikiran keduannya
sama sama menyatakan bahwa perkawinan dini tidak baik untuk dilakukan,
Husein Muhammad menyatakan bahwa perkawinan dini harus dilihat dari
dampaknya. Apabila banyak tercipta kemadharatanya maka lebih baik
dihindari, tapi kalau tidak ada maka boleh dilakukan. Siti Musdah Mulia
mengatakan bahwa pernikahan dini sebagai bentuk pelanggaran HAM. Hal ini
karena pernikahan dini memutus pendidikan anak dan perlakuan tidak sama
khususnya terhadap perempuan.'?

3. Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Urgensi Pernikahan Dini di Desa
Labuhan Kecamatan Areseh Kabupaten Sampang oleh Alfian Farisi, Dalam
penelitian ini, menyimpulkan bahwa urgensi pernikahan dini adalah sanksi
hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan aturan yang telah

ditetapkan oleh desa Labuhan dan hal ini juga dijadikan solusi hokum untuk

""" Ahmad Hamim Tohari,” Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Beberapa Pandangan Tokoh
Nahdatul Uama Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah” (Skripsi-
- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

'2 Syamsul Arifin , “Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia
Tentang Pernikahan Dini” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)



mencegah terjadinnya hal-hal yang tidak di inginkan serta untuk menjaga
nama baik keluarga yang bersangkutan dan masyarakat sekitar. '

4. Skripsi Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media
Sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupatan Nganjuk oleh Feridina
Widya Puspita. Skripsi ini menjelaskan bahwa pernikahan dini yang dilakukan
di KUA kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dilakukan sama seperti
pada umumnya, yaitu memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ada
izin dispensasi menikah dari Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan pasal
ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak."

Setelah melihat dari penelitian terdahulu di atas, maka belum pernah
menemukan karya ilmiyah yang membahas mengenai Analisis Yuridis Terhadap
Kebijakan Camat Wonosalam dalam Mengurangi Perkawinan Dini di Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Jombang. Adapun penelitian yang membahas tentang
perkawinan dini, tetapi dengan pendekatan yang berbeda, subyek dan obyek yang

berbeda, serta tempat penelitian yang berbeda.

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

'3 Alfian Farisi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Pernikahan Dini Di Desa Labuhan
Kecamatan Areseh Kabupaten Sampang (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

'* Ferdina Widya Puspita, Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media
Sosial Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk(Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya).
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1. Untuk menjelaskan latar belakang kebijakan Camat Wonosalam dalam
mengurangi perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap kebijakan Camat Wonosalam
dalam mengurangi perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Jombang.

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Setiap permasalahan yang ada pasti membutuhkan kajian secara tuntas
dan mendasar agar dapat diperoleh kegunaan dari permasalahan tersebut yaitu :

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini berguna bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan menambah
semangat camat Wonosalam dalam mengurangi jumlah perkawinan dini di
daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan wawasan bagi daerah
lain sebagai salah satu strategi dalam membuat kebijakan dalam rangka

mengurangi jumlah perkawinan dini di daerah tersebut.

H. Definisi Operasional
Definisi oprasional memuat masing masing variable yang digunakan
dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas sehingga dapat diukur dengan

menggunakan alat ukur. Definisi oprasional mengandung penjelasan/ spesifikasi
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mengenai variable yang telah diidentifikasi, pengukuran variable, dan skala/

ukuran yang digunakan."

Dari judul penelitian yang telah diangkat yaitu Analisis Yuridis

Terhadap Kebijakan Camat Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur Dalam

Mengurangi Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Jombang maka terdapat dua variable, yaitu variable x dan y. Penjelasan terkait

variable tersebut adalah

1.

Analisis yuridis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa menurut
hukum atau dari segi hukum yang berlaku di suatu Negara yang dalam hal ini
menggunakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Kompilasi Hukum Islam.

. Kebijakan Camat Wonosalam adalah keputusan hasil musyawarah Camat

Wonosalam dalam upaya mengurangi perkawinan dini di Kecamatan

Wonosalam.

. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak sesuai

ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No.l Tahun 1974
tentang Perkawinan, yaitu sebelum usia pelaku mencapai 16 tahun bagi
perempuan, dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut RUU KUHPer
usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan terhahadap

suatu peristiwa menurut hukum atau kebijakan camat Wonosalam dalam usaha

mengurangi perkawinan dini dari cara pandang hukum berlaku di suatu Negara

' Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya: UINSA Press, 2017),14.
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yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pasangan yang hendak

menikah dan masih dibawah umur.

. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiyah untuk

16 Metode adalah suatu

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunan tertentu.
cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau teknis sehingga memiliki sifat praktis.
Adapun metode penelitian adalah suatu arti dari metodologi penelitian yang
merupakan dasar dasar filsafat ilmu yang masih bersifat abstrak dan belum
memiliki prosedur yang rinci.'” Maka dari itu definisi dari metode penelitian
adalah suatu kegiatan yang ilmiyah, terencana, terstruktur, sistematis dan
memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis.'®> Metode
penelitian disini yaitu :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif yang datanya
dikumpulkan dari masyarakat, sebagai penelitian yang bersifat lapangan
untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci mengenai kebijakan camat
Wonosalam dalam mengurangi perkawinan usia dini di Kecamatan

Wonosalam Kabupaten Jombang.

' Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif. Kualitatif dan R&D(Bandung:
Alfabeta),2013,2.

' Kaelan , Metode Penelitian Agama Kualitatif Interisipliner(Y ogyakarta: Paradigma, 2010),7.

B IR Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya(Jakarta:
Grasindo, 2010),5.
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Penelitian ini bersifat deskriptif — analitik, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang pertimbangan dan
hubungan Kebijakan camat Wonosalam dalam mengurangi perkawinan dini

di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi seluruh informasi
terkait kebijakan Camat Wonosalam dalam mengurangi perkawinan dini di

Kecamatan Wonosalam.

. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang valid dan konkrit dalam sebuah
penelitian, maka sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan

pencarian data ialah sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer
Yaitu sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan
untuk memperoleh beberapa informasi yang dibutuhkan dan berhubungan
dengan penelitian.19 Dalam penelitian ini, yang menjadi Informan terkait
kebijakan Camat Wonosalam dalam mengurangi perkawinan dini adalah
bapak Drs. Supadil M.Si. Dbeliau selaku camat yang mengeluarkan
kebijakan dalam mengurangi perkawinan dini.

b. Sumber sekunder

!9 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.
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Sumber sekunder yaitu sumber yang telah dikumpulkan pihak lain.
Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku buku dan
catatan catatan atau dokumen apa saja yang berhubungan dengan:

1) Buku Karya Abdul Rahman Ghazali, “ Figih Munakahat”

2) Departemen Agama RI. A/ Quran Alkarim dan Terjemahan Bahasa
Indonesia.

3) Buku karya Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah

Usia (Child Marriage)

4. Teknik pengumpulan data
Untuk mendapatkan data yang mempunyai keakuratan untuk
mendukung penelitian skripsi ini. Teknik pegumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan teknik wawancara
a. Studi dokumen
Dokumen adalah informasi yang berasal dari catatan penting, baik
lembaga atau organisasi. Dari sini dokumen bisa berbentuk tulisan,
gambar atau karya karya. *° Seperti buku, majalah, jurnal, peraturan
peraturan dan sebagainya.
b. Teknik wawancara
Wawancara merupankan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan bercakap cakap dengan narasumber. Wawancara yang digunakan

dalam penelitian ini adalah dengan memberikan beberapa pertanyaan

20 Ronny Kautur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan tesis (Jakarta: PPM, 2004), 105.
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terperinci dengan memakai teknik wawancara yang sistematis dan
lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari dan memperoleh
keterangan keterangan lisan dengan bercakap cakap dan berhadap
hadapan. Wawancara dilakukan dengan Camat Wonosalam terkait
dengan kebijakannya dalam usaha mengurangi perkawinan usia dini di
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Selanjutnya melakukan
wawancara terhadap masyarakat yang telah melakukan perkawinan dini
dan juga para staf dan warga yang ikut dalam bermusyawarah dalam
membuat kebijakan Camat dalam mengurangi perkawinan dini di
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.
5. Teknik pengolahan data
Pengolahan data merupakan bagian yang sangat penting dalam
sebuah metode ilmiah, karena dengan memproses data tersebut dapat
diberi arti dan makna yang berguna dalam menyeleseikan masalah
penelitian. Pengolahan data secara sederhana dapat bermakna sebagai
proses mengolah data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan tujuan,
rancangan, dan sifat penelitian.
Pengolahan data kualitatif dalam penelitian akan melalui tiga
kegiatan analisis yaitu:
a. Reduksi data
Reduksi data dapat bermakna sebagai suatu proses pemilihan data,
pemfokusan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data,

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan catatan tertulis.
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Mereduksi data berati merangkum, memilih dan memilih hal-hal
pokok, memfokuskan pada hal-hal yag penting, dicari tema dan
polanya.!

b. Penyajian data
Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dapat dilakukan
dalam bentuk tabel, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut ,
maka dari itu data akan dapat disusun dalam pola hubungan, sehingga
akan semakin gampang dipahami.*
c. Editing
Editing adalah proses meneliti hasil survey untuk meneliti apakah
ada response yang tidak lengkap, tidak komplit, atau membingungkan.”
d. Coding
Coding dapat dideskripsikan sebagai upaya menguraikan atau
menginterpretasi data, sekaligus sebagai upaya menamai konsep konsep
dan juga menjelaskan serta mendiskusikannya secara lebih detail.**
e. Menarik kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus sebisa mungkin bisa

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tetapi

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukan bahwa masalah dan

*! Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Alfabeta, 2007), 134.

> 1bid.,137.

» Monalia Sakwati, “Monalia Sakwati: Pengolahan Data (Editing, Coding, Recording, &
Cleaning),” Monalia Sakwati, May 19, 2012, 1, accessed October 9, 2019,
http://monaliasakwati.blogspot.com/2012/05/pengolahan-data.html.

** Andreas Bohm," Coding Teoretis: Analisis Teks Dalam Grounded Theory", dalam Buku Induk
Penelitian Kualitatif: Paradigma, Teori,Metode,Prosedur, Dan Praktik (Yogyakarta: Cantrik
Pustaka, 2017), 645.
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rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masing masing bersifat
sementara dan akan berubah setelah penelitian berada di lapangan.”
6. Analisis data
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses
penelitian. Sebab dengan analisis, data tersebut dapat diketahui maknanya
yang berguna dalam menjelaskan dan memecahkan persoalan penelitian.”®
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan kebijakan
Camat Wonosalam dalam mengurangi perkawinan usia dini di Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Jombang. Dalam hal ini penulis menggunakan
analisis kualitatif dengan berdasarkan pada sistematika pola pikir deduktif,
yaitu berangkat dari hal yang umum menuju pada hal yang khusus. Pola
pikir ini menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu mengenai
perkawinan untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian bagian yang
khusus.

Hasil analisis diharapkan dapat membantu menjawab masalah

masalah yang telah dirumuskan dan dapat ditarik kesimpulannya.

J. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk

esai untuk menggambarkan struktur kepenulisan  skripsi.”’ Sehingga

% Ibid.,142.

*® Dadang Kahmad. Metode Penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama (Bandung:
Pustaka Setia. 2000),95.

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya: UINSA Press, 2014), 8.
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pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami serta tak kalah penting adalah
uraian uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab permasalahan yang telah
ditetapkan. Dalam hal ini dibagi dalam lima bab.

Bab pertama , yakni pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang
masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang meliputi: jenis
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta
dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab kedua memberikan penjelasan mengenai teori perkawinan menurut
pandangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Bab ketiga memberikan gambaran latar belakang kebijakan camat
Wonosalam sebagai upaya mengurangi perkawinan dini di Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Bab keempat, Analisis yuridis terhadap latar belakang kebijakan camat
Wonosalam dalam mengurangi perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Bab kelima, memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan

masalah yang telah dirumuskan di awal dan memberikan saran saran.



BABII
KONSEP PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1.

Pengertian perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suatu
hasil dari undang - undang sebagai usaha menciptakan hukum nasional.
Produk ini sebagai alat pemersatu keanekaragaman budaya yang ada
dilndonesia. Adanya istillah “Bhineka Tunggal Tka” ini mejadikan Undang-
Undang ini sebagai unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh”
adanya vareasi berdasarkan agama dan kepercayaan itu.!

Perkawinan bagi manusia tentu berbeda dengan binatang yang hanya
semata mata untuk kepeluan birahi dan nafsu syahwatnya saja, sedangkan
bagi manusia perkawinan merupakan jalan untuk membentuk keluarga yang
bahagia, sejahtera dan diridai oleh Allah Swt.” Pastilah seorang manusia
sadar akan pentingnya menata sebuah rumah tangga demi menciptakan
sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, maka dari itu menjadi
urgensi tersendiri bagi seorang manusia untuk menyiapkan segalanya dengan
berfikir matang matang dalam menentukan siapa calon istrinya. Tidak hanya

itu saja, karena seseorang yang melakukan perkawinan secara tidak langsung

' Ikhsanudin and Nurjanah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam
Keluarga,” 329.

2 Mukhtar Mukhtar and Yusuf Firdaus, “The Effectivity Of Marriage Guidance In KUA
Citeureup To Maintain Household Integration (Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA
Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga),” al-Afkar, Journal For Islamic Studies 3,
no. 1 (January 24, 2019): 121.
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melaksanakan sunatullah, maka dari itu harus dijalani dengan semata mata
mengharap rida Allah Swt.

Menurut pendapat Imam al-Ghazali, tujuan perkawinan antara lain adalah
mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia
menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi
panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumuhkn
kesungguhan untuk Dbertanggungjawab menjalankan kewajiban dan
menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan
yang kekal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang
tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.’

Perkawinan juga merupakan sebuah usahan memelihara sebuah keutuhan
manusia dari kerusakan moral dan akhlak. Adanya sebuah aturan perkawinan
agar umat Islam hidup saling berpasangan dan saling menyayangi satu sama
lain sesuai dengan fitrahnya. Peraturan hukum menentukan prosedur yang
dilalui, juga ketentuan hukum yang menentukan akibat hukumnya disebut
hukum perkawinan.’

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

* Nurhadi Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di
Tinjau Dari Maqashid Syariah,” 415.
* Sajtipto Raharjo, Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung: Alumni, 1979), 146.
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Esa.” Jadi perkawinan merupakan penyatuan kedua belah insan yaitu
seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk
keluarga yang bahagia. Tidak hanya itu saja, sebuah perkawinan hakikatnya
tidak hanya menyatukan antara laki-laki ~dan perempuan  namun,
perkawinan juga menyatukan kedua keluarga besar untuk saling menjadi
saudara atau yang disebut besan.
2. Dasar hukum perkawinan
Dasar hukum perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.°
3. Tujuan perkawinan
Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 adalah seperti yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 yang secara terbuka menyebut dua tujuan perkawinan yang

sudah dibentuk oleh suami isteri, yaitu keluarga bahagia dan keluarga yang

kekal.

> Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

7 Nurul Migat, “Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Perceraian Ditinjau Dari
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” Lex Librum 2, no. 2 (January 1, 2018): 330, accessed
October 8, 2019, https://doaj.org.
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Disebut keluarga yang bahagia tidak sepenuhnya terukur dengan
banyaknya harta dan juga banyaknya anak yang akan menjadi pewaris
seluruh hartanya saat ayah dan ibu dari keluarga tersebut sudah tiada.

Kebahagiaan yang hakiki dalam sebuah keluarga mencangkup dua sisi,
yaitu dari sisi lahiriyah dan dari sisi batiniyah. Sisi lahiriyah harus Nampak
dari dalam keharmonisan hidup melalui sikap jujur, disiplin, pengaturan
ekonomi keluarga dengan bijak, relasi dalam keluarga baik internal maupun
eksternal, serta dapat menyeleseikan persoalan persoalan yang ada dalam
keluarga dengan baik. Sedangkan sisi batiniyah tercermin dari saling
menerima satu sama lain, saling menghormati dan menghargai baik antar
pasangan maupun anggota keluarga.

Sementara keluarga yang kekal adalah keluarga yang utuh. Keutuhan
berkeluarga ini harus dipertahankan sampai maut memisahkan keduanya.
Sementara itu kekekalan berkeluarga dapat dilihat dari keharmonisan hidup
berkeluarga sehingga keluarganya dapat dikatakan sebagai keluarga yang
berkualitas dan bermartabat.®

4. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum,
terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi
hukum. Dan perkawinan tiadak akan menjadi sah apabila keduanya tidak ada

atau ada tetapi kurang lengkap.

¥ Ibid., 331.
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Rukun adalah sesuatu yang harus ada, dengan demikian rukun perkawinan
adalah yang harus ada dalam perkawinan. Rukun perkawinan diantaranya
adalah calon suami, calon istri, wali dari calon istri, dua saksi, dan ijab
qobul.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum
perkawinan itu dilakukan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, menentukan beberapa standart, ukuran, patokan dalam sebuah
perkawinan yang ditentukan dalam mencapai syarat sah suatu perkawinan.

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan

(13

bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai”.’ Sebelum perkawinan dilakukan maka perkawinan harus
mendapat persetujuan dari kedua mempelai.'’ Ini menjadi sangat penting
karena perkawinan adalah suatu yang sangat sakral dengan menyatukan
kedua belah insan. Tadak hanya itu perkawinan juga menyatukan dua
keluarga besar dengan kekurangan dan kelebihan masing masing. Dengan
demikian ini menjadi syarat utama supaya tujuan perkawinan dapat tercapai.

Selain itu maksud dari perkawinan harus didasarkan atas persetujuaan
kedua belah pihak mengandung arti harus ada kata sepakat dari segi hukum
perjanjian mau untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan."

Karena bisa saja kedua calon mempelai tidak dengan kehendak sendiri dalam

menikah, melainkan karena terpaksa.

? Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 6)
' Billy Bidara, “Kajian Yuridis Tentang Perkawinan yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan
Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” Lex Crimen 5, no. 5 (2016): 21.
10 .
Ibid., 22.
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Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting
dengan segala konsekuensinya sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir dan
batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.'?

Syarat yang kedua adalah pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, “untuk melangsungkan perkawinan
seseoran yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin
dari orang tua. Ketentuan ini pun dalam prakteknya masih banyak terjadi
pelanggaran seperti perkawinan dibawah umur, dan perkawinan tanpa izin
orang tua.

Pasal 6 ayat (2) ini sangat berkaitan dengan pasal 7 Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang menyatakan bahwa : '

a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 19 tahun
(Sembilan belas tahun) dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16
(enam belas) tahun.

b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

c. Ketentuan ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua

tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga

'2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1
'3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7.
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dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini, dengan tidak
mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dari sini dapat kita ketahui bahwa di Indonesia diterapkan batas usia
menikah dengan harapan para pihak yang akan melakukan perkawinan sudah
siap dan matang serta mampu melaksanakan kewajibannya masing masing.

Selain itu Undang - Undang pekawinan juga memberikan syarat bagi
yang hendak menihkah di pasal 8 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, bahwa pihak yang akan melakukan perkawinan tidak
boleh yaitu :'*

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,
atara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya.

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan dan bibi/paman
susuan.

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari
isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin.

Dari sebuah peristiwa hukum apabila sudah sah, maka akan memiliki

implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Menurut Undang-Undang No. 1

" Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8.
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Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Syarat sah Perkawinan terdapat pada pasal
2 ayat (1) dan (2) yaitu 13
a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing
masing agama dan kepercayaanya itu.
b) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan
yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975, “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing
masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu, perkainan dilaksanakan

dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua saksi”."°

B. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
1. Pengertian perkawinan

Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan adalah akad yang
sangat kuat (mitsagon ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan merupakan suatu akad
yang sangat sakral atau keramat yang didalamnya terdapat sebuah simbol
penyatuan kedua insan dan ini merupakan suatu bukti akan kebesaran Allah
Swt yang mana bagi yang melaksanakan merupakan ibadah.

Perkawinan juga merupakan penyatuan dua keluarga besar yang memiliki

perbedaan satu dengan yang lain. Menurut Sayyid Sabiq, Perkawinan

"> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2.
'® Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Perkawinan.
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merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah baik itu
manusia, hewan maupun tumbuhan.'’
2. Dasar hukum perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam Perkawinan, ada dalil
dalil yang digunakan dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam yaitu dalil
Al Qur’an dan Sunnah, Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

a. Dalil Al- Quran

Allah SWT berfirman dalam surah An- Nisa’ ayat tiga :

2

£
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Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah perempuan perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,

Maka (kawinilah) seorang saja.'®

Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa ayat ini merupakan perintah
kepada laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan, untuk
segera kawin. Dalam islam memperbolehkan poligami dengan syarat syarat
tertentu diantaranya harus adil, maksudnya adalah mampu adil dalam
memberikan istri kebutuhan baik materi maupun non materi dan kebutuhan

lahir maupun batin.

Sedangkan dalam surat Al A’raf ayat 189 adalah sebagai berikut :

' Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Grub, 2003), 8.
'8 Departemen Agama RI, A/ Qur’an Al- Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara
Kudus, 2006), 77.
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Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia
menciptakan isterinya agar Dia merasa senang. o

Allah menciptakan segala sesuatu pasti dengan maksud yang baik, salah
satunya menjadikan perkawinan untuk menciptakan kehidupan berumah
tangga yang terdapat istri, anak serta orang tua agar mereka saling
menyayangi satu dengan yang lain, sehingga tercapailah tujuan dari
perkawinan yang salah satunya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah
warahmabh.

b. Dalil Hadist

\
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a dari Rasulullah yang
bersabda, “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki
kemampuan, maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan
pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki
kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu

merupakan kendali baginya.” .*°
c. Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

S IagAl et 5 pal] (asl &

Dalam pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
adalah sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*!

" Ibid., 175.
2% H.R. Al Bukhari (No. 5066) Kitab An Nikah.
2! Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
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3. Tujuan perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pastinya terdapat sebuah tujuan dimana tujuan
tersebut akan dicapai oleh kedua insan yang sudah sepakat untuk membina
sebbuah hubungan rumah tangga.

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tujuan perkawinan
adalah : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”*

Keluarga sakinah maksudnya adalah sebuah keluarga yang memiliki
ketenangan atas suami istri dan anak anaknya bukan memiliki ketenangan
diatas penderitaan orang lain.”> Keluarga sakinah juga bisa diartikan sebagai
keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, beramal
saleh yang berpotensi membawa keluarganya dalam ajaran atau jalan yang
benar dan diridhoi Allah Swt serta berkomunikasi dengan cara yang haq dan
kasih sayang.24

Tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut sebbuah keluarga harus
mengerti dan memahami akan tugas dari masing masing anggota dalam
keluarga tersebut agar dalam menemui permasalahan dapat di seleseikan
dengan baik, secara dewasa dan sama sama saling berperan satu dengan yang

lain.

22 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, vol. 4 (Jakarta: Akademika Pressindo,

2010), 114.

¥ Zakyyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri

Menuju Keluarga Sakinah,” A-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, no. 1 (2017): 85.
2 Wilis Shofyan S, Konseling Keluarga ( Family Counseling) (Bandung: Alfabeta, 2011), 170.
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Masdar Hilmi mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut Hukum
Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani
manusia, membentuk sebuah keluarga serta untuk mendapatkan keturunan
yang akan meneruskan generasinya.”

Imam al- Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Wasman merumuskan
tujuan dan hikmah perkawinan dalam 5 hal sebagai berikut: *°

a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta
mengembangkan suku suku dan bangsa bangsa

b. Memenuhi tuntutan lahiriyah hidup manusia.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

d. Membentuk dan mengatur rumah tanggayang menjadi basis pertama yang
besar di atas dasar cinta dan kasih saying

e. Meningkatkan kesungguhan dalam usaha mencari riski yang halal dan
barokah serta bertanggung jawab.

Dalam Al Quran juga telah dijelaskan mengenai tuuan dari perkainan,

dalam surah ar Rum ayat 21 :*’

3 o) g 855 1 dass ) 1,8 gl iU 1 oS0 Gle O T s

(V1) S5 o33 opY S5

» Zakyyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri
Menuju Keluarga Sakinah,” 87.

® Wasman dan Wardah Nurniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Figih
Dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), 38.

27 Zakyyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri
Menuju Keluarga Sakinah,” 87-88.
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Dan di antara tanda tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda
bagi kaum yang berfikir.

4. Rukun dan syarat perkawinan
Rukun dalam sebuah perkawinan merupakanhal yang harus ada dalam
sebuah perkawinan, apabila dalam perkawinan tidak ada salah satu, maka
tidak akan terjadi sebuah perawinan. Di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum

Islam Rukun perkawinan :**

Setiap perkawinan harus ada seorang calon suami yang akan menjadi
kepala keluarga dan seorang istri yang akan menjadi seorang ibu rumah
tangga yang akan melayani suami dan mengurus anak anaknya.

Selain itu kehadiran wali nikah dalam perkawinan diharuskan. Wali nikah
dari pihak calon isteri menjadi rukun dalam melaksanakan sebuah
perkawinan sesuai dengan tuntunan agama dan aturan yang ada di dalam
negara kita.

Pekawinan juga diharuskan ada dua orang saksi yang harus hadir dalam
perkawinan tersebut. Saksi dalam hal ini disyaratkan harus laki-laki
berjumlah dua dan harus hadir dalam prosesi akad nikah.

Rukun yang terahir yaitu ijab oleh wali nikah atau yang mewakili dan
kabul oleh mempelai laki-laki. [jab kabul dalam bahasa orang awam biasanya

disebut juga serah terima perkawinan, yaitu serah yang dilakukan wali

dengan menikahkan kepada mempelai laki-laki dan terima yang dilakukan

8 Abdurrahman, Kompilasi Hukm Islam Di Indonesia, 4:116-117.
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oleh mempelai laki-laki sebagai tanda sepakat untuk menikahi mempelai
perempuan.

Menurut jumhur ulama rukun sebuah perkawinan ada 5 dan masing
masing rukun tersebut memiliki syarat - syarat nya 2
a. Calon suami

1) Beragama Islam

2) Laki-laki

3) Jelas orangnya

4) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (pasal 6 ayat 1

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974)

5) Tidak sedang melakukan ihram

6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

7) Tidak sedang mempunyai istri 4
b. Calon istri

1) Beragama Islam

2) Perempuan

3) Jelas Orangnya

4) Halal bagi calon suami

5) perempuan itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih

dalam iddah
6) Tidak dipaksa

7) Tidak dalam ihram haji atau umrah

* Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 71.
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Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :
Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah di
tetapkan dalam pasal 7 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon
suami berumur 19 tahun dan isteri sekurang kurangnya 16 tahun”.*
Sementara itu dalam pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa: “Perkawinan didasarkan pada Persetujuan calon
mempelai”.*!
c. Wali nikah
Dalam Pasal 19 KHI menyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun dari
sebuah perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan
yang bertindak untuk mengkawwinkannya. Berikut adalah syarat wali
yang hendak mengkawinkan :
1) Islam
2) Sudah baligh
3) Berakal sehat
4) Merdeka
5) Laki-laki
6) Adil sedang tidak melakukan ihram
d. Saksi perkawinan

Saksi dalam sebuah perkawinan haruslah ada dalam sebuah perkawinan,

Karena saksilah yang juga akan menentukan sah tidaknya perkawinan

3% Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 4:117.

31 Ibid.
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tersebut. Untuk itu saksi dalam agama islam haruslah seorang muslim
yang mengetahui tentang hukum perkawinan itu sendiri dan harus
menjadi seorang saksi yang adil.

Syarat menjadi seorang saksi tertuang dalam pasal 24 sampai dengan 26

Kompilasi Hukum Islam yaitu : **

1) Minimal 2 orang saksi laki-laki
2) Hadir dalam ijab kabul
3) Tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli
4) Adil
5) Islam
6) Baligh
7) Berakal
e. Ijab dan kabul
Dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam ijab kabul antara wali dan calon
mempelai laki-laki harus jelas bberuntun dan idak erselang waktu. Artinya
ijabb dan kabul harus berada satu waktu dan di tempat yang sama.
Selain itu dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Islam disebut kan bahwa :**
1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai laki-laki secara
pribadi
2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kaul nikah dapat diwakilkan kepada

laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi

32 Ibid., 4:119.
33 Ibid., 4:120.
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kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad
nikah itu adalah untuk mempelai laki-laki.
3) Dalam hal calon mempelai perempuan atau wali keberatan calon

mempelai laki-laki diwakilkan, maka akad tidak boleh dilangsungkan.



BAB III
KEBIJAKAN CAMAT WONOSALAM DALAM
MENGURANGI PERKAWINAN DINI

A. Profil Camat Wonosalam
Camat Wonosalam memiliki nama lengkap Supadil, M. Si lahir di
Jombang, 17 maret 1973. Pendidikan terahir beliau matematika UNAIR pada
tahun 2008. Alamat rumah berada di jalan Mojowarno, Diwek Kabupaten
Jombang Jawa Timur.
Bapak Supadil menjadi Camat Wonosalam mulai tahun 2019 kemarin dan
sebelumnya menjadi Camat Kabuh Jombang dari tahun 2014 sampai 2019.
B. Selayang Pandang Kecamatan Wonosalam
1. Letak geografis Kecamatan Wonosalam
Wonosalam merupakan salam satu Kecamatan yang berada di Kabupaten
Jombang. Kecamatan Wonosalam memiliki 9 desa yakni: Desa
Sumberrejo,Desa Wonokerto, Desa Panglungan, Desa Carangwulung, Desa
Wonosalam, Desa Sambirejo, Desa Wonomerto, Desa Galangdowo, dan Desa
Jarak
Kecamatan Wonosalam terletak di Kabupaten Jombang Jawa Timur dan
Kecamatan Wonosalam termasuk kecamatan yang memiliki wilayah yang
rumayan luas di mana sebelah utara dari Kecamatan Wonosalam ini
berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan sebelah selatan berbatasan
dengan Kabupaten Kediri. Selain itu wilayah timur dari Kecamatan

Wonosalam berbatasan dengan Kabupaten Malang dan wilahyah dabarat dari

36
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Kecamatan Wonosalam berbatasan dengan Kecamatan Mojowarno dan

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Gambar : 3.1 Peta Kecamatan Wonosalam

Kondisi secara dasar fisik dari Kecamatan Wonosalam meliputi kondisi
geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi dan kondisi
iklim di Kecamatan Wonosalam.

a. Kondisi geografi

Kecamatan Wonosalam terletak di daerah Kabupaten Jombang dengan
luas wilayah 121, 63 km?. Dengan luas tersebut di Kecamatan Wonosalam
pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kecamatan Wonosalam mencapai
35.434 jiwa yang terdiri dari 17.859 penduduk laki-laki dan 17.575 penduduk
perempuan.’ Kecamatan Wonosalam terletak pada 112 © 21’ 05" s.d 112 © 23’
22" bujur timur dan 07 © 44’ 59"s.d 07 ° 40 ¢ 01" lintang selatan.

b. Kondisi topografi
Kecamatan Wonosalam terletak di lereng GunungArjuna sehingga

menyebabkan sebagian besar wilanyahnya berbukit. Ketinggian wilayah

! “Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang,” 1, accessed December 6, 2019,

https://jombangkab.bps.go.id/statictable/2018/06/08/381/jumlah-penduduk-menurut-jenis-
kelamin-tahun-2017.html.
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Kecamatan Wonosalam dari permukaan air laut adalah + 500 mdpl. Dengan
susunan sebagai berikut :>

Datar sampai berombak : 44 %

Erombak sampai berbukit : 56 %

Berbukit sampai bergunung : 0 %
c. Kondisi geologi

Kecmatan Wonosalah memiliki tanah yang bertekstur lempung, lempung
pasir napal atau termasuk jenis tanah pada komplek mediteran coklat
kemerahan. Sebagian besar lahan di daerah Kecamatan Wonosalam sudah
digunakan sebagai permukuman warga setempat dan juga seagai lahan untuk
mencari nafkah sehari hari.
d. Kondisi hidrologis

Secara hidrologis Kecamatan Wonosalam tidak erlalu banyak dialiri air
sungai sehingga kegiatan pengairan dan irigasi di sector pertanian kurang
begitu bagus. Namun, kondisi kondisi air di Kecamatan Wonosalam tergolong
bagus dan tidak mengandung kadar garam yang tinggi, sehingga memberikan
kemudahan dalam penanaman tanaman tropis yang lebih variatif misalnya
adalah durian dan cengkeh.
e. Kondisi iklim

Di daerah Kecamatan Wonosalam memiliki kondisi iklim tropis dan
subtropis. Suhu maksimum / minimum di Kecamatan Wonosalam yang

memiliki ketinggian = 500 diatas permukaan air laut berkisar antara 30°

2 Buku Topografi Kecamatan Wonosalam Tahun 2017
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sampai dengan 23° . Dan curah hujannya adalah jumlah hari dengan curah
hujan terbanyak : 93 hari, banyaknya curah hujan : 2239 mm/th.
2. Keadaan Kecmatan Wonosalam
a. Sarana dan prasarana Kecamatan Wonosalam
Berdasarkan data monografi kecamatan Wonosalam menyatakan bahwa

jumlah sarana dan prasarana baik umum maupun khusus adalah sebagai

berikut :
Tabel 3.1 Sarana prasarana Kecamatan Wonosalam
NO Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
1 TK dan PAUD 4
2 SD/MI 6
3 SMP/MTS 2
4 SLTA/SMK 1
5 Pasar 1
6 Puskesmas 6
7 Posyandu 9

Sumber data : Buku Monografi Kecamatan Wonosalam tahun 2017

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah sarana prasarana di
Kecamatan Wonosalam masih kurang begitu memadai, hal tersebut
mungkin bisa jadi disebabkan oleh letak dan kondisi geografis dari
Kecamatan Wonosalam yang kurang baik dan agak sulit dijangkau oleh

kendaraan.
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b. Jumlah penduduk Kecamatan Wonosalam
Jumlah penduduk Kecamatan Wonosalam pada tahun 2017 menurut
koordinator statistika Kecamatan Wonosalam (regristrasi penduduk) adalah
35.434 jiwa. Dengan rincian 17.859 penduduk laki-laki dan 17.575
penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah antara laki-laki dan
perempuan hamper seimbang.
c. Komposisi penduduk menurut Agama
Penduduk di daerah Kecamatan Wonosalam menganut beberapa agama

yang berbeda beda yakni :

Tabel 3.2 Macam macam agama Kecamatan Wonosalam

No Agama Jumlah
1 Islam 35.394
2 Katolik 25
3 Kristen 15
4 Budha -

5 Hindu -

Sumber data ; Buku Monografi Kecamatan Wonosalam tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dari Kecamatan
Wonosalam beragama Islam. Kecamatan Wonosalam juga memiliki sarana
prasarana yang diperuntukkan masyarakat Kecamatan Wonosalam sebagai

tempat kegiatan dan tempat ibadah.
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Tabel 3.3 Tempat ibadah Kecamatan Wonosalam

No Jenis Tempat Ibadah Jumlah
1 Masjid 8
2 Mushalla 25
3 Gereja 1

d. Mata pencaharian penduduk Wonosalam

Penduduk Kecamatan Wonosalam memiliki beraneka ragam mata
pencaharian, karena wilayah Kecamatan Wonosalam relatif masih banyak
penduduknya. Namun, mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan
Wonosalam adalah disektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sector
pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.
Jadi tidak herang jika mayoritas masyarakat Wonosalam berprofesi sebagai
petani.

. Komposisi penduduk menurut pendidikan

Tingkat pendidikan di Kecamatan Wonosalam memiliki tingkatan yang
berbeda-beda. Biasanya, tingkat pendidikan berbanding lurus dengan
kualitas sumber daya manusia didaerah tersebut. Proses pembangunan
daerah tersebut juga akan lebih cepat dan berkualitas apa bila tingkat
pendidikan masyarakat juga tinggi.>

Tabel 3.4 Jenis Pendidikan warga Kecamatan Wonosalam

No Jenis Pendidikan Jumlah

* Buku Monografi Kecamatan Wonosalam tahun 2017



1 Buta Huruf 1210
2 Belum Tamat SD 374
3 Tidak Tamat SD 1376
4 Tamat SD 1535
5 Tamat SLTP 1293
6 Tamat SLTA 1102
7 Tamat/ Akademi/ PT 131
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Apabila kita lihat dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa

masyarakat yang tamat Sekolah Dasar lebih banyak dari pada yang telah

tamat SMA dan yang melanjutkan pendidikannya seletah SLTA. Hal ini

perlu mendapatkan perhatian dan dapat dipergunakan sebagai acuan lebih

meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Kecamatan Wonosalam.

Karakteristik Kelembagaan Kecamatan Wonosalam

Kecamatan Wonosalam memiliki 9 desa/kelurahan, yang terdiri dari 58

Rukun Warga/RW dan 195 Rukun Tetangga/RT. Kantor Kecamatan

Wonosalam memiliki beberapa jumlah pegawai dan jenis golongannya.

Diantaranya sebagai berikut:*

Tabel 3.5 Jenis Pegawai Warga Kecamatan Wonosalam

No. Jenis Pegawai Jumlah
1 Golongan II 9
2 Golongan 111 13

* Ibid.
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3 Gol Pegawai vertical I 3

4 Gol Pegawai Vertikal 11 96
5 Golongan Pegawai Vertikal III 111
6 Golongan Pegawai Vertikal IV 94

C. Kebijakan Camat Wonosalam Dalam Mengurangi Perkawinan Dini di
Kecamatan Wonosalam

1. Perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam

Perakawinan merupakan salah satu proses penting dalam kehidupan
manusia. Oleh sebab itu, harus dipersiapkan dengan matang, baik dari segi
ekonomi, mental dan lain sebagainya. Ada istillah perkawinan dini yang
beredar dikalangan masyarakat, yang muncul dengan konotasi yang kurang
baik.

Perkawinan dini dianggap sebagai perkawinan yang dilakukan terlalu
awal dan tanpa adanya persiapan. Begitu juga di Kecamatan Wonosalam
Kabupatn Jombang, perkawinan dini disebabkan oleh beberapa faktor faktor
yang kerap terjadi di daerah tersebut.

Perkawinan dini biasanya dilakukan oleh muda - mudi yang masih belum
saatnya secara mental, ekonomi dan usia untuk menikah. Biasanya terjadi di
bawah usia 16 tahun, yang seharusnya pada usia itu muda - mudi harus berda
di bangku sekolah. Biasanya perkawinan ini disebabkan oleh pergaulan bebas

yang menimbulkan fenomena hamil duluan sebelum ada ikatan,” sechingga mau

> “Memprihatinkan, Angka Pernikahan Dini Di Indonesia Masih Tinggi - Gaya Tempo.Co,” 3,

accessed December 19, 2019, https://gaya.tempo.co/read/1234069/memprihatinkan-angka-
pernikahan-dini-di-indonesia-masih-tinggi.
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tidak mau kedua pihak keluarga harus mengkawinkan kedua muda mudi
tersebut walaupun sebenarnya orang tua mengetahui bahwa usia pada saat itu
masih belum waktunya untuk menikah.

Selain itu perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Wonosalam ada
juga yang disebabkan oleh kehendak mereka dan orang tua mereka untuk
mengkawinkan.® Berdasarkan wawancara kepada kepala KUA Kecamatan
Wonosalam mengatakan bahwa ada pihak orang tua yang mengantisipasi
perzinaan dan nama baik keluarga sebagai alasan untuk melakukan
perkawinan dini.

Kemudian bapak camat Wonosalam juga menjelaskan bahwa:’
“sebenarnya di era globalisasi dan kecanggihan teknologi ini tahap awal muda
mudi terjerumus kepada perkawinan dini adalah mereka saling berkenalan dan
komunikasi melewati handphone sehingga kedua orng tuanya pun tidak bisa
totalitas dalam pengawasan, sehingga mereka berpotensi melakukan hal-hal
yang seharusnya belum pantas dilakukan oleh orang orang seusia mereka”.

Jadi para muda mudi pada saat ini menggunakan Aandphone tidak hanya
untuk komunikasi saja, tapi bisa dikatakan sebagai ajang untuk mencari jodoh,
walaupun sebenarnya diusia mereka seharusnya masih harus berada di bangku
sekolah.

2. Latar belakang Camat Wonosalam dalam membuat kebijakan dalam

mengurangi perkawinan dini

6 Supadil, Wawancara, Jombang, 04 Desember 2019
" M. Nasrullah, Wawacara, Jombang, 04 Desember 2019
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Pada zaman kemajuan teknologi sekarang, banyak sekali kejadian
kejadian yang muncul sehingga memerlukan solusi untuk mengatasi masalah
masalah tersebut. Kodrat manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan
dengan penggolongan jenis kelamin , yakni laki-laki dan perempuan, satu
dengan yang lain akan tertarik untuk mengikatkan diri dalam sebuah ikatan
yang suci yaitu perkawinan.

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena dengan
perkawinan dapat menciptakan ikatan yang suci yang dengannya selain untuk
memenuhi kebutuhan biologis manusia tetapi juga dapat meredam maksiat
yang ditimbulkan oleh nafsu manusia yang besar. Perkawinan juga dapat
melahirkan sebuah keturunan yang dapat meneruskan generasi ke generasi
keluarga tersebut.

Namun, perkawinan juga akan menjadi suatu masalah jika perkawinan
tersebut dilakukan pada usia yang masih belum dikatakan dewasa atau disebut
perkawinan dini.

Kebijakan camat Wonosalam dalam mengurangi dan mengatasi masalah
terkait perkawinan dini telah diterapkan di Kecamatan Wonosalam Kabupaten
Jombang dengan mempersyaratkan kedua mempelai membawa 5 bibit durian
dengan kualitas terbaik sebelum ahirnya diizinkan oleh bapak camat
Wonosalam untuk melakukan perkawinan.

Saat penulis bertanya kepada bapak Supadil M.Si selaku camat
Wonosalam, terkait latar belakang membuat kebijakan tersebut, dan jawaban

beliau, “Hal ini dilakukan karena untuk menangani masalah perkawinan dini
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yang terjadi di Kecamatan Wonosalam semakin hari semakin banyak
menimbulkan dampak negative. Di antaranya adalah kurang siapnya kedua
mempelai menjalani kehidupan berkeluarga dari segi ekonomi dan psikologis,
karena pada usia tersebut mereka masih dalam usia usia untuk menemukan
jati dirinya dengan kata lain masih waktunya untuk mengenyam pendidikan”.

Selain itu keluarga yang terbentuk dari perkawinan tersebut akan mudah
goyah karena dari sisi ekonomi dan psikologis belum matang sehingga mudah
sekali timbul perceraian pada mereka pelaku perkawinan dini. Dan pada saat
bercerai mereka sudah mempunyai keturunan, dan yang terjadi kebanyakan
bapak dari anak hasil perkawinan dini tersebut lepas tanggung jawab sehingga
disatu sisi sangat merugikan pihak perempuan karena dia harus menghidupi
dirinya dan anaknya tanpa seorang bapak. Dan hal tersebut menjadi masalah
tersendiri bagi pemerintah khususnya Kecamatan Wonosalam.

Saat penulis mewawancara bapak camat Wonosalam beliau mengatakan
bahwa: “perkawinan dini yang banyak terjadi di Kecamatan Wonosalam akan
berdampak juga dengan kualitas sumber daya manusia dan juga ekonomi,
soalnya ketika banya remaja yang melakukan perkawinan dini maka banyak
pula remaja dan anak anak yang putus sekolah, sehingga pendidikan mereka
terhenti dan ketika mereka ingin berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya
dia masih belum bisa bekerja karena memang dia seharusnya masih merasakan

bangku sekolah™®

8 Supadil, Wawancara, Jombang, 04 Desember 2019
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Selanjutnya beliau juga mengatakan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut
“ kebijakan tersebut dibuat untuk mengantisipasi masalah perkawinan dini
yang terjadi di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang baik sebagai
usaha sebelum terjadi maupun sesudah terjadi”. Dalam hal sebagai solusi
untuk mengatasi sesudah terjadinya perkawinan dini, kebijakan untuk
membawa dan menanam durian ini dilakukan di rumah mempelai perempuan
dengan alasan, durian adalah buah yang memiliki nilai ekonomis jika di jual,
saat ditanam diperkirakan selama 5 tahun bibit duruan yang di tanam di
rumah mempelai perempuan tersebut telah berbuah dan hasilnya dapat dijual
dan dapat membantu menghidupi keluarga tersebut.

Selain itu, apabila terjadi perceraian dan perkawinan tersebut telah
dikaruniai anak, maka hasil dari 5 pohon durian yang ditanam di rumah pihak
perempuan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun dapat menghidupi pihak
perempuan tersebut yang sudah menjadi seorang ibu dan dapat juga
menghidupi anak anaknya, dan inilah alasan mengapa bibit durian tersebut

dalam keijakan disyaratkan ditanam di rumah pihak perempuan.

? Ibid.,
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Gambar 3.2 Kedua mempelai membawa bibit durian

[NRPADU
WA IAM
» a « W

Bapak camat mempunyai alasan juga mengapa dalam kebijakan ini beliau
memiih durian. “salah satu alasan kami memilih durian sebagai peryaratan
memperoleh izin dari kecamatan adalah karena Kecamatan Wonosalam
10

merupakan daerah yang terkenal akan duriannya.”

Gambar 3.3 Foto mempelai perempuan membawa bibit duran bersama keluarga

19 1hid.



49

Kebijakan ini telah berjalan lumayan lama, dan sebenarnya kebijakan ini
penyempurnaan dari kebijakan Bapak Camat Wonosalam sebelum Bapak
Supadil, kebijakan ini sebenarnya pertama kali yang mencetuskan adalah
bapak Sahid yaitu camat sebelum Bapak Supadil, namun disini peran bapak
Supadil sangat penting dalam penyempurnaan kebijakan ini. Kebijakan ini
dirasa sangat penting dalam mengatasi problem mengenai perkawinan dini.
Dan diahir tutur beliau beliau berpesan bahwa apabila kebijakan ini dirasa
baik untuk diterapkan di daerah lain, maka lebih baik diterapkan supaya dapat
bermanfaat.

. Tanggapan masyarakat terkait kebijakan Camat Wonosalam

Dalam melaksanakan kebijakan camat Wonosalam dalam mengatasi
masalah pekawinan dini ini pasti terdapat peran masyarakat Kecamatan
Wonosalam sebagai pelaksana akan kebijakan ini. Peran masyarakat sangat
diutuhkan disini, karena jika masyarakat mendukung penuh kebjakan ini maka
kebijakan ini akan berjalan secara maksimal dan dapat mewujudkan tujuan
dibuatnya kebijakan tersebut, tetapi sebaliknya, jika kebijakan ini di tidak di
dukung oleh masyarakat setempat maka kebijakan ini tidak akan berjalan.

Saat penulis mewawancarai bapak Sudarno, adalah salah satu masyarakat
Kecamatan Wonosalam mengenai tanggapan terhadap kebijakan camat
Wonosalam dalam upaya mengurangi perkawinan dini beliau berkata bahwa :

“saya setuju dengan kebijakan bapak camat, karena saya rasa kebijakan
itu sangat perlu untuk diterapkan, karena daerah Wonosalam semakin hari

semakin banyak pihak pihak yang melakukan perkawinan dini dengan
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berbagai alasan namun, kebanyak alasan tersebut karena hamil duluan
sebelum perkawinan”."'

Begitu juga menurut ibu Pur warga Kecamatan Wonosalam yang
bertempat tinggal di dekat kantor Kecamatan Wonosalam, menurut beliau “di
zaman sekarang itu kita membutuhkan terobosan terobosan baru untuk
mengatasi masalah masalah yang ada, dan saya rasa kebijakan bapak camat ini
adalah satu bentuk trobosan baru dalam mengatasi masalah perkawinan dini di
Kecamatan Wonosalam”. '

Jadi secara tidak langsung masyarakat di Kecamatan Wonosalam sangat
mendukung kebijakan tersebut untuk menangani masalah perkawinan dini
baik sebelum maupun sesudah terjadinya perkawinan dini. Karena dengan
kebijakan ini dirasa dapat membantu menyeleseikan dan memberi solusi

terhadap perkawinan dini yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan

Wonosalam.

1 Sudarno, Wawancara, Jombang, 04 Desember 2019.
'2 purwanti, Wawancara, Jombang, 04 Desember 2019.



BABIV
KEBJAKAN CAMAT WONOSALAM DALAM MENGURANGI
PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF YURIDIS

A. Analisis terhadap Kebijakan Camat Wonosalam Kabupaten Jombang dalam
Mengurangi Perkawinan Dini di Kecamatan Wonosalam

Perkawinan dini menjadi salah satu problem tersendiri di Kecamatan
Wonosalam Kabupaten Jombang. Menurut bapak camat perkawinan dini sangat
berdampak di beberapa aspek dikecamatan Wonosalam. Oleh karena itu
permasalahan ini memerlukan sebuah terobosan baru untuk mengurangi sekaligus
mengatasi permasalahan perkawinan dini tersebut.

Pemerintah memerlukan kejasama dari berbagai pihak termasuk
diantaranya pemerintah kecamatan untuk andil dalam upaya mengatasi
permasalahan perkawinan dini

Kecamatan Wonosalam mempunyai kebijakan bagi siapa saja pelaku
perkawinan dini, selain harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan, juga
harus mendapatkan izin dari pihak kecamatan dengan menyediakan dan
menanam bibit durian dengan kualitas terbaik sebanyak 5 bibit tanaman dan
menanamnya di lahan pihak perempuan.

Bapak camat Wonosalam memiliki alasan dalam membuat kebijakan ini,
yakni sebagai bentuk perhatian pemerintah Kecamatan Wonosalam dalam upaya
mengurangi sekaligus memberikan solusi terhadap pelaku perkawinan dini.

Penanaman bibit durian ini dimaksudkan untuk menambah hasil ekonomi para
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pelaku perkawinan dini, dengan pertimbangan Kecamatan Wonosalam selama ini
terkenal akan penghasil durian yang berkualitas.

Tanaman durian juga memiliki nilai ekonimis yang rumayan tinggi ketika
di jual. Tanaman durian dalam usia sekitar 5 tahun sudah berbuah. Jadi ketika
pelaku perkawinan dini melakukan perkawinan dalam jangka waktu 5 tahun
tersebut nantinya akan anak hasil perkawinan tersebut dan diharapkan tanaman
durian yang ditanam saat hendak melakukan perkawinan tersebut dapat
membantu ekonomi keluarga tersebut.

Selain itu, alasan mengapa harus ditanam di lahan pihak perempuan itu
karena untuk mengantisipasi apa bila perkawinan tersebut terjadi perceraian da
nada anak yang harus dihidupi ibunya, maka pohon durian tersebut diharapkan
bisa menbantu menghidupi ibu dan anak tersebut.

Kebijakan camat Wonosalam ini sebenarnya juga membantu keluarga
keluarga yang tercipta dari perkawinan dini untuk mencapai salah satu tujuan
dari perkawinan itu sendiri yakni mencapai keluarga yang bahagia dan
berkecukupan.

Tentunya dalam pelaksanaan kebijakan ini memerlukan kerja sama antara
pemerintah kecamatan, KUA dan kepala desa yang ada di Kecamatan
Wonosalam. Sehingga kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan
dibuatnya kebijakan camat ini.

Pemahaman masyarakat terhadap danpak dari perkawinan dini juga sangat
penting agar masyarakat mengerti bahwa perkawinan dini memiliki dampak

positif dan negatife yakni :
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1. Dampak positif
a. Terhindari dari hamil di luar perkawinan
Kawin muda pada dasarnya tidak dilarang oleh agama, karena dengan
melakukan pekawinan diusia muda dapat menghindari perzinanaan yang
pada era saat ini banyak dilakukan oleh remaja.
b. Menjaga nama baik keluarga
Nama baik keluarga akan tercoreng apabila anak hamil diluar
perkawinan, sehingga perkawinan dini diusia remaja dilakukan demi
menjaga nama baik keluarga
c. Mengurangi beban orang tua
Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan
berkeluarga. Sehingga tidak jarang orang tua mengkawinkan anaknya
apabila dilamar oleh anak orang yang dianggap kaya dan mapan.
d. Melatih bertanggung jawab
Perkawinan akan memberikan dorongan bagi pelakunya untuk
bertanggung jawab pada dirinya, keluarganya dan orang lain.
2. Dampak negatif
a. Kehilangan masa remaja
Saat remaja sudah menikah, tentunya mereka sangat sulit menikmati
liburn bersama teman temannya, apalagi kalau sudah mempunyai bayi yang
memerlukan perhatian dan tidak memungkinkan untuk diajak bermain
dengan teman teman ayah dan ibunya.

b. Pemutusan pendidikan
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Jika menikah di usia remaja, mereka pasti akan meninggalkan
sekolahnya, dimana pada usia dini tidak semuanya sudah lulus SMA dang
pada usia usia tersebut remaja masih harus berda di bangku sekolah.

c. Kesehatan

Khususnya bagi perempuan hamil di usia muda memiliki resiko yang
sangat bahaya bagi ibunya maupun bayinya.

Selanjutnya bapak camat juga berharap kebjakan camat Wonosalam dalam
menangani perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang ini
diharapkan bisa mengubah cara berfikir orang tua pelaku perkawinan dini bahwa
perkawinan dini mempunyai dampak yang sangat banyak baik sebelum maupun

sesudah dilaksanakannya perkawinan dini tersebut.

. Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Camat Wonosalam dalam Mengurangi
Perkawinan Dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

Perkawinan merupakan kebututuhan setiap manusia, perkawinan juga
mempunyai banyak tujuan yang mulia yang dapat menjadikan kehidupan
manusia menjadi sempurna.

Perkawinan dini saat ini menjadi permasalahan yang harus dicegah dan
juga diatasi, selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
mencatat terdapat 1.348.866 anak perempuan di Indonesia telah menikah
dibawah usia 18 tahun pada tahun 2018, dan setiap tahun sekitar 300.000 anak
menikah dibawah usia 16 tahun.”® Tingginya angka perkawinan dini juga terjadi

di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Masih banyak masyarakat yang

3 Ibid., 1.
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melaksanakan perkawinan dini tanpa memperhitungkan dampaknya. Hal tersebut
tidak terlepas dari peran orang tua dan pengaruh adat kebiasaan setempat. Masih
banyak para orang tua yakni mengawinkan anak anak yang belum matang jiwa
dan raganya dengan alasan yang macam macam.

Seperti alasan yang dilakukan oleh para orang tua di Kecamatan
Wonosalam, mereka mengkawinkan anaknya dengan alasan untuk menghindari
maksiat, dijodohkan, karena alasan ekonomi, dan bahkan ada yang sudah sampai
hamil duluan tanpa memperdulikan kebutuhan anak, yang notabenya masih
muda untuk membangun keluarga. Fenomena ini sedikit banyak akan merugikan
tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang baik. Cita cita harus pupus, dan
pendidikan pun harus terhenti dan mereka harus memikirkan keluarganya. Selain
itu mereka juga ada yang langsung mengalami hamil di usia dini yang tentunya
berbahaya bagi anak yang dikandung dan juga ibu yang mengandungnya.
Sehingga hal ini malah menimpulkan mala petaka bagi mereka pelaku
perkawinan apabila dilakukan didalam usia dini.

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan secara tegas
mengatakan “ perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari tujuan perkawinan menurut UUP tersebut pastilah sudah tidak
sejalan apabila melakukan perkawinan tetapi malah menimbulkan malapetaka

bagi pelakunya, sedangkan dalam UUP tujuannya untuk menciptakan keluarga
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yag bahagia dan kekal, dan perkawinan diharapkan dapat berlangsung langgeng
dan abadi yang hanya berahir apabila maut memisahkannya.

Selain itu dari pengertian perkawinan menurut UUP tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
agama. Sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahiriyah tetapi juga
mengandung unsur batiniyah atau rohani yang juga memiliki peranan penting.

Sedangkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tujuan
perkawinan adalah : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang Sakinah, Mawaddah warahmah”.”* Sehingga diharapkan perkawinan
sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan dalam rumah tangga.

Unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan
melangsungkan perkawinan, dalam akad itu sendiri wali yang melaksanakan
akad dengan si suami dengan dua saksi yang menyaksikan secara langsungakad
perkawinan itu. Dengan demikian rukun rukun dalam perkawinan sebagai berikut

a. Calon mempelai laki-laki

b. Calon mempelai perempuan

c. Wali dari mempelai perempuan

d. Dua orang saksi

e. ljab yang dilakukan oleh wali atau yang mewakili, dan qobul oleh suami .

Perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam banyak dilakukan mereka
yang masih berusia dibawah 16 tahun baik salah satu pihak maupun kedua belah

pihak. Yang pada usia usia ini masih dalam masa masa sekolah.

™ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 4:114.
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Dalam pasal 6 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseoran
yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang
tua.” Selain itu pasal ini sangat berkaitan dengan pasal 7 ayat (2) Undang -
undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni “Perkawinan hanya di izinkan jika
pihak laki-laki sudah mencapai 19 tahun (Sembilan belas tahun) dan pihak
perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Kebijakan yang diatur oleh negara ini telah melalui berbagai macam
pertimbangan sebelum kebijakan ini disahkan secara resmi. Secara tinjauan fisik
dan psikologis, usia usian itu adalah batas minimal seseorang bisa menyangga
beban dan tanggung jawab dalam berkeluarga. Pertimbangan yang digunakan
dalam menentukan batasan usia ini tidak terlepas dari pendapat pendapat dari
para ahli yang memiliki kerterkatitan terhadap masalah keberlangsungan
perkawinan dini.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan beberapa faktor
yang sangat mempengaruhi terjadinya pekawinan dini di Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Jombang.

Remaja seringkali melakukan berbagai aktifitas seksual yang seharusnya
tidak dilakukan sebelum tejadinya perkawinan. Diantara aktifitas tersebut
adalah berpegangan tangan, cium kening, berpelukan, memegang atau meraba
bagian sensitive yang dapat menimbulkan kerugian bagi remaja itu sendiri,
terlebih pihak perempuan sangat mingkin terjadi hamil duluan sebelum

melakukan perkawinan.
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Selain itu dalam faktanya ada juga perkawinan dini yang dilakukan di
Kecamatan Wonosalam dengan calon mempelai baik baik saja tanpa melakukan
hal-hal yang membuat harusnya perkawinan tersebut melainkan dari kehendak
orang tua untuk memperkawinkan anaknya lebih cepat. Hal demikian orang tua
harus disadarkan untuk tidak mengizinkan atau mengkawinkan anaknya sebelum
mereka benar benar sudah matang dan siap menjalani kehidupan berkeluarga.

Ketentuan usia perkawinan kemudian diperbarui dalam Undang - Undang
16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan bahwa, batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki
maupun perempuan adalah 19 tahun.

Selain itu dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam syarat usia
untuk melakukan perkawinan yakni sama dengan UUP, bagi calon suami
sekurang kurangnya 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan tetapi usia masih dibawah
ketentuan diatas, dalam pasal 7 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yakni :

1) Perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki mencapai usia 19

tahun dan pihal perempuan mencapai usia 16 tahun.”

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh
kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan

Selain dalam Bab IV Pasal 8 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun

2007 Tentang pencatatan nikah, maka mereka mendapat dispensasi menikah yg

diajukan di Pengadilan Agama setempat.
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Kebijakan camat Wonosalam dalam usaha mengurangi perkawinan dini
dengan mempersyaratkan bagi pelaku yang hendak melakukan perkawinan dini
membawa dan menanam bibit durian dengan kualitas terbaik di tempat tinggal
pihak perempuan itu sebagai bentuk usaha mengurangi sekaligus mengatasi
perkawinan dini di daerah Kecamatan Wonosalam.

Latar belakang ketentuan untuk membawa sekaligus menanam durian
tersebut karena daerah Wonosalam terkenal dengan penghasil buah duriannya,
dan buah durian memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu tanaman buah
durian akan mulai berbuah pada usia 5 tahunan. Jadi diharapkan tanaman durian
ini dapat membatu perekonomian pelaku perkawianan dini dalam mewujudkan
tujuan dari pada perkawinan yakni menjadikan keluarga bahagia dengan
tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga.

Dengan demikian kebijakan ini sebagai upaya dalam menggapai tujuan
perkawinan yang termaktup dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
perkawinan yakni “ perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.

Selain itu kebijakan camat Wonosalam ini juga sesuai dengan tujuan dari
perkawinan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan
keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah, yang tercermin dari usaha
pemenuhan kebutuhan keluarga dalam aspek ekonomi dengan durian yang

memiliki nilai ekonomis.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Berdasarkan urain diatas dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

Latar belakang camat Wonosalam dalam mengurangi sekaligus
menangani permasalahan perkawinan dini di Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Jombang adalah menciptakan keluarga bahagai, kekal dan
dapat melestarikan ciri khas dari Kecamatan Wonosalam yaitu Durian

Latar Belakang kebijakan camat Wonosalam dalam menangani
perkawinan sesuai dengan isi Undang — undang No. 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penulis mengharapkan kebijakan ini agar lebih diperhatikan dan

dijalankan dengan baik agar dapat menangani permasalahan perkawinan dini

yang semakin hari semakin banyak kita jumpai dan kita rasakan dampaknya.

Penulis menampung dengan tangan terbuka atas kritik serta sarannya dari

pembaca demi melahirkan kemajuan-kemajuan baru dalam ilmu pengetahuan,

terlebih dalam bidang hukum dan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam

mengenai perihal perkawinan.
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